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RINGKASAN 

NOORVITA IKA MARDIANTI, NIM. 1660301111111006, Program Magister Ilmu
Administrasi  Publik  Universitas  Brawijaya  Malang,  2017.  IMPLEMENTASI
PERATURAN  MENTERI  KESEHATAN  NOMOR  43  TAHUN  2016  TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  BIDANG KESEHATAN” (Studi Kasus Pada
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa  Tengah)  Pembimbing:  Prof.  Dr.  Abdul  Hakim,  M.Si.  dan  Dr.  Alfi  Haris
Wanto, SAP., MAP. MMG.

Sesuai  dengan  data  Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2015
menunjukkan  masih  tingginya  AKI  yaitu  111,16  per  100.000  KH dengan  619
kasus dan AKB sebesar 10 per 1.000 KH dengan 4013 kasus. Sementara hasil
capaian  SPM Kesehatan  tentang  pelayanan  ibu  dan  bayi  adalah  98,58%dan
93,05%. Seharusnya dengan cakupan pemeriksaan pada ibu hamil yang sudah
cukup tinggi, bisa menurunkan AKI dan AKB. Ditambah lagi berubahnya struktur
kelembagaan  dimana  RS  akan  dibawah  Dinas  Kesehatan  berbentuk  Unit
Pelakasana Teknis Dinas (UPTD) seperti halnya Puskesmas, yang sampai saat
ini masih belum dilaksanakan oleh RS. Sedangakn AKI dan AKB tertinggi terjadi
di RS.  Isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif  sehingga dapat
mencapai  tujuan  kebijakan,  yaitu  komunikasi  berkenaan  dengan  bagaimana
Permenkes 43/2016 tentang SPM Bidang Kesehatan dikomunikasikan. Sumber
daya  berkenaan dengan  ketersediaan,  khususnya  sumber  daya  manusia  dan
pendanaan. Disposisi pengangkatan pejabat implementor, dan struktur birokrasi
berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara
kebijakan.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  secara
komprehensif tentang: (1)  proses  implementasi Permenkes  43/2016  tentang
SPM Bidang Kesehatan di Biro Pemotda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa
Tengah selaku  koordinator  pelaksanaan  SPM di  daerah;  dan  (2)  mengetahui
yang  menjadi  faktor  pendukung  dan  penghambat  implementasi  Permenkes
43/2016  tentang  SPM Bidang  Kesehatan.  Dengan  menggunakan  pendekatan
kualitatif,  jenis  penelitian  studi  kasus  dan  analisis  Model  Interaktif  dari  Miles,
Huberman  dan  Saldana,  data  hasil  penelitian  diverifikasi  dengan  model
implementasi Edward III.

Kesimpulan,  Pertama: proses implementasi  Permenkes 43/2016 tentang SPM
Bidang Kesehatan di Biro Pemotda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah
belum  berjalan  dengan  baik.  Berdasarkan  faktor  penentu  keberhasilan
implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi Edward III,
diperoleh  kesimpulan  bahwa  faktor  dominan  yang  menyebabkan  proses
implementasi  tersebut  belum  berjalan  dengan  baik  adalah  kekurangan
sumberdaya,  lemahnya  komunikasi,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Kedua:
implementasi  Permenkes  43/2016  tentang  SPM  Bidang  Kesehatan  hanya
didukung oleh dua faktor, yaitu: (a) kewenangan pada faktor sumber daya; dan
(b)  adanya konsekuensi  reward dan  punishment pada faktor  disposisi.  Saran
untuk  penelitian  ini  adalah:  (1)  Penyusunan  Tim  Koordinasi  dan  Tim  Teknis
Penerapan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan; (2) Penyusunan Profil SPM dan



Pemetaan  potensi  daerah  sebagai  data  dasar  dan  kondisi  awal  dalam
pencapaian  SPM  bidang  kesehatan;  (3)  Penyusunan  Rencana  Aksi  Daerah
Percepatan  Pencapaian  SPM;  (4)  Pengangkatan  pejabat  pengkoordinasi
pelaksanaan  SPM  kesehatan  harus  sesuai  kompetensi  teknis  pengampu
SPMmelalui mekanisme analisis beban kerja; dan (5) Reformasi dalam sistem
koordinasi  pelaksanaan  penerapan  dan  pencapaian  SPM  bidang  kesehatan
dengan penyusunan SOP pengkoordinasian dan pelaksanaan SPM kesehatan. 

Kata-kata  Kunci:  Implementasi  kebijakan,  Standar  Pelayanan  Minimal,  dan
Kesehatan



SUMMARY

NOORVITA IKA MARDIANTI,  NIM.  1660301111111006,  Master  Programme of
Public Administration University of Brawijaya Malang, 2017. IMPLEMENTATION
OF  THE  REGULATION  OF  THE  MINISTER  OF  HEALTH  No.  43  OF  2016
CONCERNING MINIMUM STANDARDS OF HEALTH SERVICES" (Case Study
On Bureau Of Governance, Regional Autonomy And Cooperation Of Regional
Secretariat Central Java Province) Supervisor: Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si. and
Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., MAP. MMG.

 

The Central Java Provincial Health Profile Data of 2015 shows high IMR (Infant
Mortality Rate) of 111.16 per 100,000 LB (Live Births) with 619 cases and IMR of
10 per 1,000 LB with 4013 cases. The achievement of MSS (Minimum Service
Standards) of Health for mothers and infantsis 98.58% and 93.05%. The high
coverage  of  examination  on  pregnant  women  is  expected  to  reduce  MMR
(Maternal  Mortality  Rate)  and  IMR.  In  addition,  the  change  of  institutional
structure,  where  hospitals  will  be  under  Health  Service  Unit  in  the  form  of
Technical Service Unit as well as Public Health Centers, is still not implemented
until now by hospitals. The highest IMR and MMR occur in hospitals. The main
issue for the implementation of the policy to be effective so as to achieve the
policy  objectives  is  communication  with  regard  to  how the Regulation  of  the
Minister of Health 43/2016 concerning MSS of  Health Sector is implemented.
Resources are related to availability, especially human resources and funding.
Appointment of implementor officials and bureaucratic structures must be in line
with the suitability of bureaucratic organizations that become policy organizers.

 

This study aims to describe and analyze comprehensively (1) the implementation
process of the Regulation of the Minister of Health 43/2016 concerning MSS of
Health  Sector  in  the  Bureau  of  Governance  and  Regional  Autonomy  and
Cooperation of the Regional Secretariat  of Central Java as the coordinator of
MSS implementation in the region; and (2) to know the supporting and inhibiting
factors on the implementation of the Regulation of the Minister of Health 43/2016
concerning MSS of Health Sector. Using qualitative approach, case study type,
and Interactive Model Analysis from Miles, Huberman, and Saldana, the research
data was verified by the Edward III implementation model.

 

Some  conclusions  drawn  from  the  research  are  as  follows.  First,  the
implementation of the Regulation of the Minister of Health 43/2016 concerning
MSS  of  Health  Sector  has  not  running  well.  Based  on  the  Edward  III
implementation model, the inhibiting factor is the lack of human resources, weak
communication, disposition, and bureaucracy structure. Second, there are only
two supporting factors, i.e. (a) the authority related to human resources, and (b)



reward and punishment related to disposition. Some suggestions are given. First,
there  should  be  preparation  of  Coordination  Team  and  Technical  Team  to
implement Health MSS. Second, there should be preparation of MSS profile and
mapping  of  regional  potentials  as  baseline  data  and  initial  conditions  in  the
achievement of MSS in the health sector. Third, preparation of Regional Action
Plan to accelerate achievement of MSS must be done. Fourth, the appointment
of  officers coordinating the implementation of  MSS should be in  line with the
technical competence of staff through the workload analysis mechanism. Fifth, a
reform in the coordination system related to implementation and achievement of
MSS in health sector by preparing SOP for MSS.

 

 

Keywords: Implementation, Minimum Service Standards and Health



KATA PENGANTAR

Penelitian tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
sudah  cukup  banyak  dilakukan,  walaupun  untuk  implementasi  di  tingkat
koordinator  pelaksanaan  SPM di  daerah,  lebih  khusus  lagi  pada  Pemerintah
Daerah  Provinsi  masih  jarang  diilakukan.  Beberapa  penelitian  tentang
implementasi  kebijakan  bidang  kesehatan  memiliki  fokus  yang  berbeda-beda
dalam  studinya,  misalnya  penelitian  Fikawati  (2010),  mengkaji  penerapan
kebijakan  Inisiasi  Menyusui  Dini  (IMD)  untuk  mencari  tahu  tentang  respon
masyarakat.  Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Omondi,  Ombui,&
Mungatu (2013), tentang kinerja implementor eksternal yaitu Lembaga Swadaya
Masyarakat  (LSM),  sejauh  mana  perannya  pada  penentuan  keberhasilan
pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

Walaupun  memiliki  kesamaan  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu,
yaitu studi tentang implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun
perbedaannya  terletak  pada  fokus  studi,  yaitu  implementasi  SPM  bidang
kesehatan yang dilaksanakan khusus di tingkat Provinsi yang berperan sebagai
wakil pemerintah pusat daerah yang mempunyai fungsi dalam pembinaan dan
pengawasan serta melaksanakan fungsi koordinasi penerapan pencapaian SPM
di Kabupaten/Kota. Sebagaimana disajikan dalam Bab IV, kebijakan ini dianalisis
berpedoman  pada  Model  Implementasi  George  C  Edward  III, dalam  tataran
praktis  adalah  penyiapan  implementasi  kebijakan,  termasuk  kegiatan
komunikasi, penyediaan sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Peneliti  berharap  hasil  penelitian  ini  bermanfaat  bagi  para  akademisi
khususnya,  mereka  yang  melakukan  studi  tentang  implementasi  kebijakan
khususnya  pada  tingkat  koordinator  pelaksana  kebijakan  terutama  di  tingkat
provinsi,  dan juga bagi para aktor  yang terlibat  dalam proses penerapan dan
pencapaian  SPM  bidang  kesehatan,  baik  di  pusat,  daerah  maupun  di
masyarakat.  Akhirnya,  peneliti  mohon  maaf  atas  segala  kekurangan  yang
mungkin ada dalam laporan ini, dan semoga bermanfaat sebagai pembelajaran
bagi kita semua, khususnya bagi peneliti.

Malang, Nopember 2017
Peneliti,

NOORVITA IKA MARDIANTI
NIM. 166030111111006
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